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Abstract

The problem of food security is availability, distribution and consumption. The problem of availability is limited
and decreasing production capacity: the distribution’s problem are insfrastructure, institution, safety link of
distribution’s and the variation production capacity between region dan season. The problem of consumption
is most of energy consumption are grain and rice biased. The policy of food security not only to create the food
sufficiency with development economic with rural and agriculture are the basis, but also the sufficiency of food for
poor society. In order to create food reserve of society, lumbung desa is important to be improved.

Keywords: food security, rural, agriculture, food reserve, distribution rice

Abstrak

Masalah ketahanan pangan meliputi ketersediaan bahan pangan, distribusi dan konsumsi. Masalah ketersediaan
bahan pangan dapat menurunkan kapasitas produksi : masalah distribusi ini meliputi infrastruktur, institusi,
jaringan distribusi dan kapasitas produksi antara wilayah dan musim. Masalah konsumsi yang paling krusial
adalah konsumsi untuk gandum dan beras. Kebijakan ketahanan pangan tidak hanya untuk menciptakan
kecukupan pangan dalam hal pembangunan ekonomi, tetapi juga kecukupan pangan bagi masyarakat miskin.
Dalam rangka menciptakan cadangan pangan masyarakat, Lumbung Desa penting untuk ditingkatkan.

Kata Kunci: ketahanan pangan, pedesaan, pertanian, cadangan makanan, beras distribusi
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PENDAHULUAN

Pengembangan perdesaan dewasa
ini menjadi bahasan yang penting dalam
rangka mewujudkan pembangunan berke-
lanjutan suatu Negara. Argumentasi hal ini
bermuara dari realitas objektif bahwa seba-
gian besar penduduk di negara berkembang
bermukim di daerah perdesaan dan mayori-
tas bekerja di sektor pertanian. Sedangkan,
diluar alasan itu, wilayah perdesaan kare-
na lokasinya yang jauh dari perkotaan dan
pem-bangunan senantiasa dicirikan oleh
terbatasnya infrastruktur ekonomi. Setidak-
nya karena adanya fakta sedikit kesempatan
kerja di luar sektor pertanian (non-farm)
dan jauh dari pasar. (Yustika, 2007:2)

Dengan kondisi yang demikian, tidak-
lah mungkin menyelenggarakan pembangu-
nan di negara berkembang tanpa melibatkan
wilayah perdesaan. Bahkan, pembangunan
di negara berkembang harus melihat wila-
yah perdesaan dan sektor pertanian sebagai
fokus dan target pembangunan. Karena itu,
keberhasilan pembangunan di negara ber-
kembang bisa dilihat dari perkembangan
di wilayah perdesaan sendiri. Bila mayori-
tas penduduk di perdesaan bisa melakukan
mobilitas sosial-ekonomi pembangunan,
maka bisa disimpulkan pembangunan di
negara berkembang telah menjangkau se-
bagian besar warga negaranya, demikian
sebaliknya.

Wilayah perdesaan di dunia ketiga
biasanya dideskripsikan sebagai tempat
bagi orang-orang untuk bekerja di sektor
pertanian. Sementara itu dalam pengertian
yang sempit, desa adalah suatu masyarakat
para petani yang mencukupi hidup sendiri
(swasembada) (Boeke, 1983:16)

Keberhasilan pembangunan di sek-
tor pertanian di suatu negara harus tercer-
minkan oleh kemampuan negara tersebut
dalam melakukan swasembada pangan.
Setidaknya, upaya untuk menciptakan ke-
tahanan pangan. Di Indonesia, ketahanan
pangan merupakan salah satu topik yang
sangat penting, bukan saja dilihat dari nilai-
nilai ekonomi dan sosial, tetapi masalah ini
mengandung konsukwensi politik yang san-
gat besar.
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Peranan sektor pertanian menurut
Nainggolan dalam Purwaningsih (2008) di
Indonesia sangat penting dilihat dari ke-
harusannya memenuhi kebutuhan pangan
penduduk. Diprediksi laju pertum-buhan
pangan per tahun berada pada kisaran 1,25
persen.

Kebijakan pangan adalah untuk men-
jamin ketahanan pangan yang meliputi
pasokan, diversifikasi, keamanan, kelem-
bagaan dan organisasi pangan. Karena itu,
kebijakan ini diperlukan untuk meningkat-
kan kemandirian pangan. Pembangunan
yang mengabaikan keswadayaan dalam
kebutuhan dasar penduduk akan menjadi
tergantung pada negara lain. Artinya negara
akan menjadi negara yang tidak berdaulat
dalam hal pangan (Arifin, 2004)

Pemenuhan kebutuhan pangan men-
jadi penting dan strategis dalam rangka
mempertahankan kedaulatan negara untuk
tidak tergantung pad aimpor pangan dari
negara lain. Ketergantungan suatu negara
akan impor pangan apalagi hal itu berasal
dari negara maju akan mengakibatkan pen-
gambilan keputusan atas segal aspek kehi-
dupan menjadi tidak lagi bebas dan merde-
ka dan karenanya mnjadi tidak berdaulat.

Secara konseptual, pangan berdasar-
kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996
adalah segala sesuatu yang berasal dari ha-
yati dan air, baik yang diolah maupun yang
tidak diolah yang diperuntukkan sebagai
makanan dan minuman yang dikonsumsi
manusia, termasuk bahan tambahan pan-
gan, bahan baku pangan dan bahan lain
yang digunakan dalam proses penyiapan,
pengolahan dan atau pembuatan makanan
atau minuman.

Kajian tentang sektor pertanian seo-
lah tak terlepas tentang dengan diskusi
tentang ketahanan pangan. Konsep ketaha-
nan pangan sendiri berdasarkan Undnag-
undang adalah kondisi terpenuhinya pan-
gan bagi rumah tangga yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup, baik jum-
lah maupun mutunya, aman, merata dan
terjangkau.

Ketahanan pangan terjadi ketika
orang memiliki akses fisik dan ekonomi
yang cukup, aman, dan makanan yang ber-
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gizi untuk memenuhi kebutuhan makanan
mereka dan preferensi makanan untuk aktif
dan hidup sehat. (Socha, 2012)

Apabila dicermati konsep ketahanan
pangan tersebut, ketahanan pangan tidak
hanya menyangkut aspek, jumlah, tetapi
juga mutu, keamanan, dan gizi pangan (Su-
mastuti, 2010). Terdapat 8 (delapan) perihal
mendasar yang terkait, baik langsung mau-
pun tidak langsung terhadap ketahanan
pangan (security food) yang harus diperha-
tikan, yaitu: (1) Rumah tangga sebagai unit
perhatian terpenting dalam pemenuhan
kebutuhan pangan nasional maupun ko-
munitas dan individu. (2) Kewajiban nega-
ra untuk menjamin hak atas pangan setiap
warganya yang terhimpun dalam satuan
masyarakat terkecil untuk mendapatkan
pangan bagi keberlangsungan hidup. (3)
Ketersediaan pangan mencakup aspek ke-
tercukupan jumlah pangan (food sufficien-
cy) dan terjamin mutunya (food quality). (4)
Produksi pangan yang sangat menentukan
jumlah pangan sebagai kegiatan atau pro-
ses menghasilkan, menyiapkan, mengolah,
membuat, mengawetkan, mengemas kem-
bali dan atau mengubah bentuk pangan.
(5) Mutu pangan yang nilainya ditentukan
atas dasar kriteria keamanan pangan, kan-
dungan gizi dan standar perdagangan ter-
hadap bahan makanan dan minuman. (6)
Keamanan pangan (food safety) adalah kon-
disi dan upaya yang diperlukan untuk men-
cegah pangan dari kemungkinan cemaran
biologis, kimia dan benda lain yang dapat
mengganggu, merugikan dan membahaya-
kan keadaan manusia. (7) Kemerataan pan-
gan merupakan dimensi penting keadilan
pangan bagi masya-rakat yang ukurannya
sangat ditentukan oleh derajad kemampuan
negara dalam menjamin hak pangan war-
ga negara negara melalui sistem distribusi
produksi pangan yang dikembangkannya.
Prinsip kemerataan pangan meng-amatkan
sistem pangan nasional harus mampu men-
jamin hak pangan bagi setiap rumah tangga
tanpa terkecuali. (8) Keterjangkauan pan-
gan mempresentasikan kesamaan derajad
keleluasaan akses dan kontrol yng dimiliki
oleh setiap rumah tangga dalam memenuhi
hak pangan meraka. Prinsip ini merupakan

105

salah satu dimensi keadilan pangan yang
penting untuk diperhatikan. (Suresh, 2008)

Konsep ketahanan pangan yang
diuraikan tersebut, dapat diringkas dalam 4
(empat) faktor utama, yaitu: (1) Ketersedi-
aan pangan merupakan ketercukupan jum-
lah pangan (food sufficiency). (2) Keamanan
pangan (food safety) adalah pangan yang
bebas dari kemungkinan cemaran biologis,
kimia dan benda lain yang dapat meng-
ganggu, merugikan dan membahayakan
keadaan manusia serta menjami mutu-
nya (food quality) yaitu dengan memenubhi
kandungan gizi dan standar perdagangan
terhadap bahan makanan dan minuman.
(3) Kemerataan pangan merupakan sis-
tem distribusi pangan yang men-dukung
tersedianya pangan setiap saat dan merata.
(4) Keterjangkauan pangan adalah kemu-
dahan rumah tangga untuk mem-peroleh
pangan dengan harga yang terjangkau. (Eje-
ta, 2009)

Dalam kaitan tersebut, ketahanan
pangan di Indonesia lebih diarahkan pada
kebutuhan dasar yang terjangkau oleh ma-
syarakat, dalam hal ini diantaranya adalah
beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat.
Amang dan Sawit (2001) menyatakan bahwa
beras merupakan komoditi yang unik. Beras
mempunyai peran strategis dalam meman-
tapkan ketahanan pangan, ketahanan eko-
nomi, dan ke-amanan serta stabilitas politik
nasional.

Oleh sebab itu pasokan dan harga
yang stabil, tersedia sepanjang waktu, ter-
distribusi secara merata dan dengan harga
terjangkau merupakan kondisi ideal yang
diharapkan dari perberasan nasional. Jawa
Timur merupakan salah satu lumbung be-
ras dan berperan sebagai penyangga pangan
nasional.

Namun demikian, di daerah yang
mengalami surplus beras sekitar 4 juta ton
pada tahun 2012 masih terdapat realitas so-
cial kerawanan pangan yang mencemaskan.
Data BPS (2012) menunjukkan persentase
penduduk miskin di Jawa Timur masing-
masing sebesar 16,68 persen, 15,26 persen
dan 13,85 persen selama periode 2009 -
2011. Kendati terus mengalami penurunan,
persentase penduduk miskin masih berada
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pada level diatas 10 persen yang berarti ma-
sih sekitar 7,1 juta orang atau 1,8 juta kelu-
arga.

Dengan demikian, surplus beras tidak
mencerminkan ketangguhan ketahanan
pangan Jawa Timur jika kesenjangan antar
rumah tangga dalam meng-akses pangan
tidak tertangani. Penjualan beras ke konsu-
men dalam propinsi Jawa Timur bisa meli-
bat-kan delapan pelaku mulai dari petani,
pedagang lokal, pengusaha RMU, kontrak-
tor (pedagang besar), DOLOG, grosir, peda-
gang pengecer dalam propinsi dan terakhir
konsumen (Sudana. Et al. 2002). Jaringan
organisasi yang menyangkut hubungan ke
hulu (upstream) dan ke hilir (downstream)
dalam proses dan kegiatan yang berbeda
yang menghasilkan nilai yang terwujud da-
lam barang dan jasa di tangan pelanggan ak-
hir dapat didefinisikan sebagai supply chain.

Berangkat dari pengertian tersebut,
dapat dipahami bahwa struktur supply
chain beras di Jawa Timur sangat panjang
terutama pada sistem distribusinya, sehing-
ga mendorong harga beras menjadi tinggi
karena masing-masing pelaku akan men-
gambil keuntungan dan tingginya biaya
transportasi untuk memindahkan dari satu
tempat ke tempat lainnya. Selain itu bany-
aknya pelaku pendistribusian beras cende-
rung memperlebar disparitas harga gabah
dan beras (Jamal. Et al. 2006).

Kajian sejenis pernah dilakukan Su-
dana. et al. (2002) yaitu mengetahui system
dan pola distribusi gabah/beras dari pro-
dusen ke tingkat konsumen di Jawa Timur
efektivitas harga dasar di tingkat mikro, dan
faktor yang mempengaruhi naik turunnya
harga beras. Perbedaan dengan penelitian
sebelumnya adalah dilakukan pada periode
yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kegiatan
survey, data yang dikumpulkan bersumber
dari data primer dan sekunder. Data primer
berasal dari hasil wawancara dengan kelom-
pok tani, pengusaha penggilingan, pelaku
pemasaran beras dan gabah serta instan-
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si terkait tingkat propinsi dan kabupaten.
Data sekunder bersumber dari Dinas Perta-
nian Provinsi Jawa Timur, Badan Ketahanan
Pangan Provinsi Jawa Timur, dan Bulog Div-
re Jawa Timur.

Mengingat populasi yang sangat be-
sar dan menyebar di seluruh Jawa Timur
maka penentuan sampel yang diwawanca-
rai dilakukan dengan meng-gunakan teknik
two stage sampling. Pada tahap 1, dipilih
Kabupaten-Kabupaten di Jawa Timur yang
menjadi sampel penelitian dengan meng-
gunakan teknik purposive sampling berdas-
arkan pertimbangan kabupaten tersebut
merupakan sentra produksi padi yang besar
di Jawa Timur.

Selanjutnya jumlah sampel minimum
ditetapkan sebesar 20% dari Kabupaten/
Kota yang ada di Jawa Timur yaitu Bojone-
goro, Jember, Lamongan, Ngawi, Malang,
Pasuruan, dan Banyu-wangi. Pada tahap
2, pengambilan sampel yaitu pelaku-pelaku
perbesaran yang terletak pada Kabupaten
dan Kota yang telah dipilih pada tahap 1 di-
lakukan dengan teknik snow ball sampling
dengan “starting print” dari petani atau ke-
lompok tani. Snow ball sampling merupa-
kan teknik sampling dimana inisial respon-
den dipilih secara acak, setelah di interview
responden diminta untuk mengidentifikasi
siapa yang dapat dipilih kemudian. Teknik
ini dipakai karena peneliti tidak banyak
mengetahui mengenai pelaku-pelaku per-
besaran yang ada di Jawa Timur dan hanya
bisa mengidentifikasi satu atau dua orang
kelompok tani yang bisa dijadikan sampel.

Untuk mengetahui lebih dalam
mengenai pemasaran beras dan gabah serta
distribusinya di setiap Kabupaten/Kota Jawa
Timur diwawancarai dua pelaku mulai dari
petani sampai pedagang beras. Pengumpu-
lan data dilakukan dengan mempersiapkan
terlebih dahulu daftar pertanyaan di tingkat
petani, pengusaha penggilingan dan pelaku
pemasaran beras dan gabah. Kegiatan pen-
elitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni
2013. Analisis data dengan menggunakan
analisis deskriptif dan kualitatif, dimana
data kuantitatif dianalisis dengan analisis
tabulasi silang.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Perberasan di Jawa Timur

Perkembangan produksi padi sawah
dan lading di Jawa Timur selama enam ta-
hun (2007-2012) menunjukkan kenaikan
dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2011.
Tabel 1 memperlihatkan total luas panen,
produktivitas serta total produksi padi pada
tahun 2007-2012.

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh rata-
rata prosentase pertumbuhan luas panen
meningkat 2,66 persen per tahun, produk-
tivitas meningkat sebesar 2,86% serta to-
tal produksi juga mengalami peningkatan
sebesar 5,69 persen per tahunnya. Jika di-
lihat dari produksi padi pada 7 kabupaten
yang menjadi sampel penelitian, dapat di-
lihat bahwa produksi padi pada tahun 2012
mengalami kenaikan yang cukup signifikan
disbanding tahun 2007 kecuali pada Kabu-
paten Pasuruan (Tabel 2 dan 3). Dari hasil
perhitungan, ketujuh kabupaten tersebut
memberikan kontribusi yang cukup besar
dalam produksi padi di Jawa Timur yaitu se-
kitar 40 persen.

107

Dilihat dari periode panen pada Tabel
2, produksi padi tertinggi di Jawa Timur ter-
jadi pada periode panen Januari-April, yai-
tu sekitar 46-50 persen dari total produksi
padi di panen pada periode ini. Produksi ini
merupakan hasil pertanaman padi musim
hujan (MH). Periode panen kedua terbesar
adalah pada bulan Mei-Agustus yaitu seki-
tar 36-40 persen dari total produksi gabah.
Produksi ini merupakan hasil pertanaman
padi MK I (Musim Kemarau 1), sedangkan
sisanya 14 persen lagi dipanen pada periode
September-Desember.

Dengan melihat perilaku panen padi
di atas, dimana panen raya terjadi pada bu-
lan Januari-April. Untuk mengamankan
hasil padi petani agar harga gabah yang di-
terima petani tidak jatuh, minimal sesuai
dengan harga dasar yang ditetapkan peme-
rintah, maka seyogyanya operasi pasar oleh
pihak Bulog dan instansi terkait dilakukan
pada periode di atas.

Produksi padi Jawa Timur menempa-
ti urutan kedua setelah Jawa Barat. Dengan
membandingkan produksi padi di Jawa Ti-
mur dan Indonesia selama tahun 2010-2012

Tabel 1. Luas panen, produktivitas dan produksi padi di Jawa Timur

Tahun Luas panen (Ha) Produktivitas (Kw/ha) Produksi (ton)
2007 1,736,048 54.16 9,402,029
2008 1,772,505 59.02 10,464,564
2009 1,874,830 59.11 11,052,998
2010 1,963,983 5929 11,643,773
201 1,924,405 55-49 10,505,594
2012 1,975,719 61.74 12,198,707

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jatim 2012

Tabel 2. Luas panen, produktivitas dan produksi padi per sub round di Jawa Timur tahun

2007.
Kab/Kota Januari-April Mei-Agustus September-Desember Jan-Des
L.P }zvtj Prdks L.P f(‘v’:j Prdks L.P f(‘xj Prdks Prdks
Ha Ton Ha Ton Ha Ton Ton
Ha Ha Ha
Malang 20,120 53.9 108,488 23,900 55.1 131,617 16,451 54.90 90,317 330,422
Jember 67891 53.5 303,585 54,566 518 282,970 16394 5325 87,208 733,853
Banyuwangi 31,184 575 179,438 46,836 551 257,970 35555  56.49 200,836 638,244
Pasuruan 40,479  57.9 234,587 24,557 60.4 148,514 16,051 54.81 87,976 471,077
Ngawi 41,784 53.7 224,644 43,755 55.2 241,686 17,629 5412 95,408 561,738
Bojonegoro 43,869 56.5 248,267 52,100 53.7 279,834 10,895 53.43 58,212 586,313
Lamongan 57,481 60.8 349,968 52,002 57.2 297,506 16,953 54.74 92,798 740,272
Jumlah7kab 302,808 56 1,708,977 42,531 56 1,640,097 129,928 55 712,845 4,061,919
Jawa Timur 803,808 54.4 4,376,239 686,632 53.7 3,687,183 245,456 54.54 1,338,607 9,402,029

Sumber: Dinas Pertanian - Provinsi Jawa Timur 2007
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Tabel 3. Luas panen, produktivitas dan produksi padi per sub round di Jawa Timur tahun

2012
Januari-April Mei-Agustus September-Desember Jan-Des
Kab/Kota LP VB pks LP DV pks LP DV pgs Prdks
Kw/ Kw/ Kw/
Ha Ton Ha Ton Ha Ton Ton
Ha Ha Ha
Malang 23,575 70 165,201 19,200 61 16,757 17,126 79 134,646 416,605
Jember 76,160 64 484,336 61,873 59 367,627 20,535 57 116,541 968,504
Banyuwangi 49,435 62 305,664 37,962 60 229,235 30,789 64 197,362 732,261
Pasuruan 40,330 59 235,932 26,044 66 172,018 22,569 72 163,558 571,509
Ngawi 46,003 61 283,126 45,377 58 263,862 24,791 65 161,705 708,604
Bojonegoro 75,828 64 481,797 48,912 53 260,890 9,004 72 65,422 808,109
Lamongan 69,223 63 436,989 61,229 57 346,109 12,697 58 73,787 856,885
Jumlah7kab 380,644 63 2,393,045 42,942 59 1756499 137601 67 913,022 5,062,566
Jawa Timur 1,016,682 62 6,307,444 692,942 60 4,124,461 266,095 66 1,766,802 12,198,707
Sumber; Dinas Pertanian - Provinsi Jawa Timur
Tabel 4. Produksi Padi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2010-2012 (tonGKG)

Tahun 2010 2011 2012

Produksi Jatim 11.643.773 10.565.594 12.198.707

Produksi Indonesia 66.496.394 65.756.904  69.022.515

Kontribusi Jatim terhadap Indonesia 17,51% 16,07% 17,67%

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 2013

diperoleh kontribusi Jawa Timur terhadap
produksi padi nasional sekitar 17 persen.
Dengan produksi padi sebesar 12.198.07 ton
GKG (Gabah Kering Giling) maka akan seta-
ra dengan 7.929.160 ton beras. Jika diasum-
sikan konsumsi bera untuk penduduk Jawa
Timur sebesar 3.458.633 ton maka terjadi
surplus sebesar 4.470.527 ton pada tahun
2012. Tidak berlebihan jika dikatakan Jawa
Timur merupakan salah satu lumbung beras
di Indonesia.

Total pengadaan beras oleh Bulog Ja-
tim pada tahun 2007 sebesar 823.633 ton
dan meningkat menjadi 1.411.480,34 ton
pada tahun 2012. Jika dibandingkan dengan
produksi beras di Jawa Timur maka prosen-
tase pengadaan oleh Bulog mencapai 17,8
persen pada tahun 2012. Pengadaan beras
pada bulan Januari-Mei merupakan pen-
gadaan terbesar yang dilakukan oleh Bulog
yaitu sekitar 45-55 persen dikarenakan peri-
ode tersebut merupakan panen raya.

Pengeluaran beras oleh Bulog dipe-
runtukkan untuk raskin, cadangan peme-
rintah per provinsi dan kabupaten (alokasi
untuk bantuan bencana alam), operasi pa-
sar, dan ‘move out’ (beras yang diperdagang-
kan keluar provinsi). Total pengeluaran be-
ras yang dilakukan oleh Bulog Drive Jawa
Timur pada tahun 2007 sebesar 616.424 ton
dan meningkat menjadi 1.127.646, 29 ton

pada tahun 2012.

Berdasarkan data movement nasional
dari Perum Bulog Drive Jawa Timur sela-
ma tahun 2007-2012 berturut-turut sebesar
194.750, 545.727, 496.405, 179.152, 267.450
dan 444.988 ton beras. Dari data tersebut
dapat dilihat movement nasional terbesar
terjadi pada tahun 2009 dan 2012. Adapun
distribusi beras mencapai lebih dari 15 pro-
vinsi di Indonesia, diantaranya Sumatera
Utara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Ti-
mur, dan Irian Jaya.

Sistem Rantai Pasokan Perberasan di
Jawa Timur

Sentra produksi padi di Jawa Timur,
sistem rantai pasokan perberasan Jawa Ti-
mur teridentifikasi memiliki pelaku-pelaku
usaha, yang terdiri atas: petani, pedagang
gabah lokal, pedagang gabah luar kabupa-
ten/ provinsi, KUD, pengusaha penggilin-
gan, pedagang beras grosir, pedagang be-
ras eceran, pedagang beras antar provinsi,
mitra kerja Bulog, Satgas Pengadaan Dalam
Negeri Bulog, UB-PGB milik Bulog dan kon-
sumen. Gambar 1 menunjukkan jaringan
rantai pasokan industri perberasan Jawa Ti-
mur yang menunjukkan keterkaitan antar
pelaku usaha dan aliran material (gabah dan
beras) yang berlangsung.

Pedagang gabah lokal (pedagang ga-
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bah di tingkat desa/kecamatan/ kabupaten)
berperan membeli gabah petani berupa Ga-
bah Kering Panen (GKP) kemudian hasil
pembeliannya dijual ke unit penggilingan
padi. Selanjutnya gabah yang ditampung
tersebut dikeringkan menjadi Gabah Kering
Giling (GKG) dan digiling/diselep menjadi
beras oleh pengusaha penggilingan. Di se-
tiap kabupaten yang menjadi sampel pen-
elitian, pengusaha penggilingan yang me-
miliki RMU dan lantai jemur juga berperan
sebagai pedagang beras dan aktif melaku-
kan kegiatan pemasaran beras. Beras yang
telah dikemas dalam ukuran 5 kg, 10 k, dan
atau 25 kg dengan merek mereka, selanjut-
nya dijual ke pasar bebas melalui pedagang
beras antar provinsi (eksportir), pedagang
beras grosir dan pedagang beras pengecer.

Penggilingan skala besar (sebagai con-
toh penggilingan beras merek “Mentari” di
Kediri) menjual beras langsung ke pedagang
grosir, kemudian pedagang grosir menjual-
nya ke pedagang pengecer dan selanjutnya
konsumen membeli dari pedagang penge-
cer. Sedangkan penggilingan skala kecil,
cenderung langsung menjual beras ke pe-
dagang pengecer (diantaranya pedagang
di pasar-pasar). Ketatnya persaingan antar
penggilingan-penggilingan dan terbatasnya
pasokan gabah dari pedagang gabah lokal
pada wilayah tertentu, maka pihak penggi-
lingan juga bisa membeli gabah secara lang-
sung dari petani atau membeli dari peda-
gang gabah luar kabupaten/provinsi untuk
bisa memenuhi permintaan pasar dengan
harga yang bersaing.

Pembelian gabah dari Petani yang
dilakukan oleh Bulog Drive Jawa Timur di-
lakukan melalui tiga saluran: 1) mitra kerja
Bulog, dapat berupa penggilingan padi (UD,
CV, dll), Gapoktan, KTNA, KUD, dan seje-
nisnya, 2) Satgas Bulog, 3) UB-PGB (unit
bisnis pengelolaan gabah beras) milik Bu-
log. Setelah dilakukan pembelian gabah dari
petani, mitra kerja Bulog dan UB-PGB akan
menggiling gabah tersebut dan mengirim
beras ke Gudang Bulog Drive maupun Sub
Drive yang ada di Jawa Timur. Sedangkan
Satgas Bulog akan membeli dalam bentuk
gabah dan langsung dikirimkan ke gudang
Bulog. Selain itu, Koperasi Unit Desa (KUD)
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juga berperan dalam sistem rantai pasokan
perberasan dengan membeli gabah dari pe-
tani dan selanjutnya menjual beras ke peda-
gang grosir, pedagang pengecer atau lang-
sung ke konsumen.

Margin Pemasaran Beras di Jawa Timur

Tingkat harga gabah yang diterima
petani rata-rata berkisar Rp 3.345/kg GKP
pada tahun 2012. Harga ini lebih tinggi den-
gan harga dasar gabah yang ditetapkan pe-
merintah yaitu Rp 3.300/kg GKP (dengan
maksimum 25 persen kualitas kadar air dan
10 persen kadar kotoran). Hal ini menunjuk-
kan bahwa pada musim panen tahun 2012,
stabilitas harga gabah di tingkat petani di
Jawa Timur dapat dijaga. Margin pemasaran
beras ditingkat Kabupaten yang menjadi
sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel
5. Dari tabel 5, 89 persen dari harga eceran
beras merupakan harga yang diterima peta-
ni padi, 9 persen harga yang diterima usaha
penggilingan dan sisanya 2 persen diterima
baik oleh pedagang beras grosir dan atau
pengecer.

Biaya variabel yang harus ditanggung
oleh pengusaha penggilingan adalah biaya
penggilingan, biaya penanganan termasuk
biaya karung, biaya simpan, bongkar muat
dan lain-lain, serta biaya transportasi dari
petani sampai ke pedagang beras grosir/
pengecer. Dari total margin sebesar 9% ter-
distribusi 3% untuk biaya penggilingan dan
masing-masing 2% untuk biaya penanga-
nan, biaya transportasi dan laba pengusaha
penggilingan. Sedangkan di level pedagang,
laba perdagangan termasuk biaya modal,
resiko dan lain-lain sebesar 1,7 persen dari
harga eceran beras.

Dari analisis margin pemasaran beras
seperti ditampilkan Tabel 5 menunjukkan
bahwa margin pemasaran beras yang diteri-
ma pedagang relatif kecil dari harga eceran
beras ditingkat konsumen. Berdasarkan ke-
nyataan di atas menunjukkan bahwa pema-
saran beras di Jawa Timur relatif efisien dan
pem-bagian margin antara petani dan peda-
gang juga cukup adil.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tu-
runnya Harga Gabah
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Pada musim panen tahun 2012 tidak
dijumpai turunnya harga gabah di ketu-
juh kabupaten contoh, dimana harga ga-
bah yang terjadi masih berkisar pada harga
dasar yang ditetapkan pemerintah. Namun
menurut pengalaman petani pergerakan tu-
runnya harga gabah kadang-kadang terjadi
tiba-tiba. Pergerakan turunnya harga gabah
umumnya lebihh cepat dibandingkan den-
gan turunnya harga beras, menurut penga-
laman petani harga beras relatif lebih stabil
dibandingkan dengan harga gabah.

Dari hasil wawancara dengan ke-
lompok tani di tujuh kabupaten dapat di-
simpulkan bahwa ada beberapa hal yang
mempengaruhi turun naiknya harga gabah
ditingkat petani yaitu: 1) Kualitas gabah.
Kualitas gabah yang dihasilkan petani san-
gat mempengaruhi tingkat harga yang dite-
rima. Kualitas gabah dapat disebabkan oleh
factor biofisik tanah, sebagai contoh kuali-
tas gabah di Kabupaten Malang lebih baik
dibandingkan produksi gabah di Kabupaten
Lamongan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah
butir hampa, dan rendemen. Disamping itu
curah hujan waktu panen sangat mempen-
garuhi kualitas gabah, curah hujan yang cu-
kup tinggi pada saat panen mengakibatkan
kadar air gabah menjadi tinggi, proses pen-
geringan menjadi masalah sehingga akan
menurunkan harga gabah. Kualitas gabah
juga dipengaruhi oleh cara dan alat panen
yang digunakan, perontokan tanpa power-
thresher mengakibatkan kadar kotoran dan
kehilangan gabah menjadi tinggi, lebih-
lebih pada saat panen terjadi hujan; 2) Pola
tanam. Pola tanam yang tidak serempak
antar lokasi atau kabupaten mengakibat-
kan masa panen juga tidak serempak, hal
ini akan menghindari terjadinya over suplai,
dengan demikian tingkat harga gabah dapat
dipertahankan. Pola tanam tidak serempak
berdampak positif terhadap harga produk-
si gabah, tapi perlu diantisipasi serangan
hama dan penyakit; 3) Operasi pasar yang
dilakukan oleh Bulog, menurut petani ka-
dang-kadang terlambat dilakukan. Seyogy-
anya operasi pasar dilakukan sebelum harga
jatuh, operasi pasar segera dilakukan apabi-
la terjadi panen serempak pada hamparan
yang cukup luas, serta bila pada saat panen
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terjadi hujan yang berkepanjangan.
SIMPULAN

Distribusi gabah/beras dari tingkat
produsen sampai ke konsumen melibatkan
pelaku-pelaku yaitu petani, pedagang ga-
bah lokal, pedagan gabah luar kabupaten/
provinsi, KUD, pengusaha penggilingan, pe-
dagang beras grosir, pedagang beras eceran,
pedagang beras antar provinsi, mitra kerja
Bulog, Satgas Pengadaan Dalam Negeri Bu-
log, UB-PGB milik Bulog dan konsumen.
Berdasarkan analisis margin pemasaran di-
peroleh kesimpulan tidak terjadi distorsi
pasar yang mengakibatkan harga gabah dan
beras pada tahun 2012.
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